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Article History Abstract. This research aims to determine the role of the village head in
increasing community empowerment in the economic sector in Anggra Village,
Received: 23-07-2024 Minyambou District, Arfak Mountains Regency. The data collection method in
this research is descriptive qualitative, where this research was carried out by
Revision: 05-08-2024 observation, interviews, and documentation. The data used in this research are
primary data and secondary data with the research subjects consisting of the
Accepted: 09-08-2024 Village Head, BPD, and Community Figures. The research results show that the

Village Head in carrying out his role is quite good, this can be seen from the
results of improving the community's economy and his role in motivating,
facilitating, carrying out his duties, and mobilizing residents in every activity to
support success in improving the community's economy. These activities took
the form of road construction, bridge construction, field schools, greading and
counseling, which were carried out in Anggra Village, Minyambou District,
Arfak Mountains Regency, West Papua Province
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalam
meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang Ekonomi di Desa Anggra
Distrik Minyambou Kabupaten Pegunungan Arfak. Metode pengumpulan data
dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini dilakukan
dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan subjek penelitian
terdiri dari Kepala Desa, BPD, dan Tokoh Masyarakat. Hasil penelitian
menunjukan bahwa Kepala Desa dalam menjalankan perannya sudah cukup baik,
hal tersebut dapat dilihat dari hasil peningkatan ekonomi masyarakat dan
perannya dalam memotivasi, memfasilitasi, melaksanakan tugasnya, dan
menggerakkan warga dalam disetiap kegiatan-kegiatan untuk menunjang
keberhasilan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Kegiatan tersebut
berupa pembangunan jalan, pembangunan jembatan, sekolah lapangan, greading,
dan penyuluhan, yang di lakukan di Desa Anggra Distrik Minyambou Kabupaten
Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat
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PENDAHULUAN
Pemberdayaan masyarakat dan Desa selalu berkaitan dengan berbagai problematikanya
antara lain: kemiskinan, akses bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, ketimpangan

sosial, kelembagaan yang belum berjalan efektif, dan kemandirian masyarakat desa merupakan
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deskrispsi atas persoalan masyarakat di tingkat perdesaan (Wahyudi et al., 2023). Pada satu sisi
masyarakat pedesaan memiliki kekuatan modal sosial berupa tata kehidupan dengan basis
gotong royong yang kuat. Untuk itu pemberdayaan masyarakat desa seiring dengan
pemberlakuan Otonomi Daerah tahun 2000 merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut (Irwansyah et al., 2023)

Otonomi daerah meniscayakan desentralisasi. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan
kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah
tangga sendiri berdasar prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya (Mardiasmo, 2004). Sejak
diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2000, kebijakan desentralisasi diikuti
desentralisasi fiskal, dan anggarannya pun terus meningkat signifikan (Indiati et al., 2024).
Oleh karena itu, penguatan otonomi desa dengan manajemen pemberdayaan dan penguatan
masyarakat dan desa melalui peningkatan peran modal sosial dan partisipasi masyarakat di
Kabupaten Pegunungan Arfak sudah seharusnya dilakukan. Dengan begitu diharapkan terjadi
penguatan ekonomi masyarakat pedesaan yang berdampak pada kemandirian masyarakat desa.

Hal ini sejalan dengan pendapat Shardlow (1998) sebagai mana dikutip oleh Adi bahwa
pengertian pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun
komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk
membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka (Hardiansyah, 2011). Berdasarkan
pendapat para ahli di atas pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan hal yang sangat
strategis dalam rangka membangun dan mengembangkan semua potensi yang ada di
masyarakat agar masyarakat benarbenar berdaya baik secara individu, kelompok maupun
komunitas lainnya sehingga bisa berkontribusi secara aktual demi menuju kemandirian
masyarakat dan desa sesuai yang diharapkan (Waliulu, 2024).

Kabupaten Pegunungan Afak dimana mayoritas wilayah dan kultur perdesaan
menempatkan pemberdayaan masyarakat desa menjadi sangat strategis. Kemajuan dan
keberhasilan pembangunan kemandirian masyarakat perdesaan adalah kemajuan bagi
Kabupaten Pegunungan Arfak. Demikian sebaliknya kegagalan membangun masyarakat baik
secara fisik dan mental di wilayah perdesaan merupakan kegagalan pembangunan di
Kabupaten Pegunungan Arfak. Luas wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak adalah 7.662,92
km2. Terdiri dari, 37 Distrik/Distrik, dan 87 desa. Sedangkan Jumlah penduduk Kabupaten
Pegunungan Arfak pada Tahun 2019 berdasarkan proyeksi BPS Papua Barat sebanyak 35.670
juta jiwa dengan komposisi laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Jumlah penduduk laki-

laki sebanyak 56 % juta jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 44% juta jiwa dengan mayoritas
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berada diwilayah perdesaan. Dilihat dari aspek kesejahteraan yang tercermin dari banyaknya
penduduk miskin menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan
masyarakat desa di Kabupaten Pegunungan Arfak, dimana jumlah penduduk miskin Kabupaten
Pegunungan Arfak tahun 2019 belum di ketahui. kondisi tersebut jauh dari ideal, apalagi
Kabupaten Pegunungan Arfak menduduki peringkat pertama tingkat pengangguran tertinggi di
Provinsi Papua Barat berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2019. Dari 7
Kabupaten di Provinsi Papua Barat, persentase pengangguran di Pegunungan Arfak sebesar
8,11 persen, nomor satu di Provinsi Papua Barat atau berada di peringkat teringgi.

Kondisi demikian maka pemberdayaan masyarakat desa menjadi salah satu kunci
keberhasilan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap dan
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya sesuai
dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Pegunungan Arfak. Di dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, bahwa suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
mengenai pengaturan masalah tersebut dalam kajian ilmiah ataupun penelitian, Peraturan

Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Moleong (2007) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif
penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek
penelitian secara utuh dan dengan cara mendiskripsikan dengan kata-kata dan bahasa pada
konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode yang akan bermanfaat
untuk keperluan meneliti dari segi prosesnya. Metode deskriptif merupakan suatu metode
dalam status kelompok manusia, suatu objek dan suatu pemikiran serta peristiwa pada masa
datang (Nazir, 2005).

Fokus penelitian ini adalah optimalisasi pelayanan publik tentang pemberdayaan
masyarakat dan Desa di Desa Anggra Distrik Minyambou Kabupaten Pegunungan Arfak
Provinsi Papua Barat. Faktor pendukung dan penghambat optimalisasi Pelayanan Publik.
Lokasi penelitian merupakan tempat diadakannya suatu penelitian guna memperoleh data serta
informasi dari seorang informan. Peneliti juga diharapkan agar dapat mengungkapkan keadaan-
keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti termasuk ciri-ciri lokasi serta kegiatan-

kegiatan di dalamnya. Dalam hal ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah PT. Surya Sawit
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Sejati di Desa Anggra Distrik Minyambou Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat.
Analisis data dilakukan secara kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Kesejahteraan desa tercipta melalui pembangunan desa dan program pemberdayaan
masyarakat ini dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi
sosial masyarakat pedesaan di bidang perekonomian yang merupakan bagian terbesar dari
masyarakat Indonesia, melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga
(Farhanuddin et al., 2023). Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan
dalam perencanaan dan pelaksanaan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis
warga desa dalam pembangunan desa itu sendiri. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran
dan partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan suatu desa. Sedangkan
untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan
sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga
desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpinya. Terlepas dari itu
di Desa Anggra peran kepala desa sangat dibutuhkan untuk peningkatan pemberdayaan

masyarakat khususnya dibidang ekonomi (Batubara et al., 2023).

Peran Kepala Desa sebagai Motivator

Pentingnya peranan motivator dalam proses meningkatkan ekonomi masyarakat dan perlu
dipahami oleh pemerintah desa dalam hal ini adalah Kepala Desa di Desa Anggra agar dapat
melakukan berbagai bentuk tindakan atau bantuan kepada masyarakat desa setempat. Kepala
Desa sebagai motivator harus mampu memotivasi warga agar dapat meningkatkat ekonominya
untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, serta apa yang menjadi keinginan Kepala Desa
terhadap peningkatan ekonomi masyarakatnya tercapai dengan baik tanpa adanya masalah,
sebagai Kepala Desa harus mampu memberikan dorongan terhadap masyarakat supaya
masyarakat aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sehingga nantinya mencapai tujuan
tertentu guna memenuhi/memuaskan suatu kebutuhan masyarakat desa dalam meningkatkan
ekonomi masyarakat (Hardiansyah, 2011).

Sebagai kepala pemerintah desa dalam hal ini sebagai motivator telah bekerja sama dengan
masyarakat bersama-sama dalam meningkatkan ekonomi dan memajukan desa dengan cara
memberikan dorongan-dorongan kepada warga, disini dapat dilihat bahwa dorongan dari

Kepala Desa selalu dilakukan dengan tujuan bahwa hal tersebut memberikan kesadaran kepada
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masyarakat desa Desa Anggra akan pentingnya kerja sama dalam sebuah proses peningkatan
ekonomi. Selain itu, dengan hal tersebut tentunya mendapat respon yang positif dari
masyarakat Desa Anggra karena dorongan dan bimbingan dari Kepala Desa sangat di perlukan

dan dinantikan oleh masyarakat desa (Indiati et al., 2021).

Peran Kepala Desa sebagai Fasilitator

Fasilitator dari Kepala Desa yang berarti Kepala Desa menjadi mediasi terhadap masalah
yang dialami masyarakat mencari solusi untuk mengatasi maslah tersebut, apa yang menjadi
kebutuhan masyarakat untuk menunjang keberhasilan dalam meningkatkan ekonomi
masyarakat harus dipenuhi. Kepala Desa Sebagai fasilitator desa merupakan pendamping
masyarakat dalam meningkatkan ekonominya, artinya seorang fasilitator harus mampu
menyediakan dan siap dengan informasi termasuk pendukungnya (Indiati, 2022).

Peran Kepala Desa sebagai Fasilitator cukup membantu masyarakat Desa Anggra, hal ini
terlihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama menjadi Kepala Desa, salah satu contoh
dilakukannya perbaikan jalan usaha tani dimana jalan ini adalah jalan akses untuk keladang
milik warga, perbaikan jembatan, dan lainnya serta disamping itu banyak kegiatan
pemberdayaan yang dilakukan berupa pemberian bantuan atau memfasilitasi warga, serta

kegiatan pelatihan untuk membuat masyarakat lebih kreatif.

Peran Kepala Desa sebagai Eksekutor

Sebagai pemimpin desa yang baik Kepala Desa tidak hanya menjadi pemegang kekuasaan
tertinggi di desa melaikan untuk bagaimana Kepala Desa juga ikut terlibat dari setiap kegiatan
masyarakat. Berdasarkan apa yang diungkap diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa peran
Kepala Desa sebagai eksekutor di Desa Anggra adalah keterlibatannya dalam pelaksanaan
program-program masyarakat sangat aktif sehingga mampu mewujudkan kesadaran partisipasi

masyarakat.

Peran Kepala Desa sebagai Mobilisator

Kepala desa sebagai mobilisator yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk
melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan guna untuk kepentingan bersama.
kepala desa yang mengajak atau menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama melakukan
tindakan yang nyata untuk membangun desa (Moenir, 2002). Hal ini sama dengan Kepala Desa
Anggra dalam menggerakan warganya untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa

sudah dilakukan dengan baik (Tjiptono, 2005). Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
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Yang Mempengaruhi Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di

Bidang Ekonomi di Desa Anggra Distrik Minyambou Kabupaten Pegunungan Arfak.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu yang

menyebabkan timbulnya perubahan pada masyarakat itu sendiri baik secara individu,

kelompok ataupun organisasi. Seperti halnya kepala desa Anggra dalam menjalankan perannya

untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi terdapat berbagai macam

faktor pendukung, adalah sebagai berikut:

Kekuasaan; hal ini menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi peranan kepala
desa dalam, karena tanpa kekuasaan maka kepala desa tidak memiliki kekuatan, legalitas
dan otoritas yang memberikannya wewenang guna mempengaruhi dan menggerakkan
bawahan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi.

Solidaritas aparatur desa; adanya solidaritas dari aparatur desa dalam membantu
meningkatkan pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang ekonomi membuat kepala
desa semakin semangat untuk mengawal keberhasilan dalam mensejahterakan ekonomi
masyarakat, salah satu inilah faktor pendukung yang memberikan kelancaran terhadap
kepala desa dalam melaksanakan tugasnya.

Adanya kemitraan dengan lembaga-lembaga lain; untuk meningkatkan kreatifitas petani
dan para pemuda, kepala desa menjalin kemitraan dengan Dinas Pariwisata dan Dinas
Pertanian Kabupaten Pegunungan Arfak agar para petani dan para pemuda di desa Anggra
dapat mandiri dan terampil dalam memajukan desa dan ikut andil dalam bagian
pemberdayaan terhadap desa. Sehingga diharapkan petani di desa Anggra menjadi petani
yang mandiri, berdaulat, maju dan dapat bersaing dengan petani lain di luar kota dan
pemuda dapat memiliki keterampilan dan penghasilan serta bisa hidup mandiri mengangkat
perekonomian desa, agar desa tidak tertinggal jauh oleh perkotaan dan para pemuda
terhindar dari pergaulan bebas yang dapat merugikan desa sendiri.

Komitmen masyarakat; kepala desa dalam rangka memaksimalkan peningkatan
pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak bisa dilakukan dengan sendiri melainkan atas
bantuan dari masyarakat, masyarakat Desa Anggra miliki keinginan untuk merubah taraf
hidupnya menjadi lebih baik khususnya di sektor ekonomi, maka dari itu segala upaya yang
dilakukan masyarakat disana tergolong aktif, salah satu contoh ketika desa mengadakan
penyuluhan yang berkaitan dengan ekonomi, disanalah masyarakat berbondong-bondong

mengikuti acara tersebut (Yunus et al., 2023). Dari komitmen masyarakat ini dapat
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membantu meringankan peran kepala desa sekaligus menjadi faktor pendukung kepala desa
dalam melakukan perannya di Desa Anggra.

Faktor Penghambat
Secara umum tidak semua hal yang dilakukan masnusia berjalan dengan mulus atau

dikatakan dengan sempurna karena manusia pada umumnya memiliki keterbatasan, begitu pula

yang dilakukan oleh Kepala Desa Anggra dalam melaksanakan perannya dalam meningkatkan

pemberdayaan ekonomian masyarakat ada berbagai hal yang menjadi penghambat, diantaranya

adalah sebagai berikut:

= Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat; kondisi yang dimaksud ialah mengenai SDM
masyarakat yang masih minim, ketika adanya program yang dilakukan oleh pemerintah
desa masyarakat sulit untuk memahami atau mencerna sehingga apa yang sudah diperoleh
dari kegiatan tersebut tidak dapat diterapkan secara optimal.

= Sumber dana; dalam perencanaan program untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan
bersama memerlukan anggaran yang tidak sedikit meski itu tergantung keperluan yang
dibutuhkan, begitupun yang dialami kepala desa Anggra beberapa program yang sudah
direncanakan masih belum terlaksana karena permasalahanj anggra tersebut berakar dari

anggaran yang masih belum cukup (Sedarmayanti, 2007)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yan telah dipaparkan di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa peran Kepala Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa di Desa
Anggra sudah berjalan dengan baik, Kepala Desa selaku pemerintah desa telah menjalankan
perannya sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Kepala Desa dalam
meningkatkan kegiatan-kegiatan atau program ekonomi masyarakat desa yang sudah berjalan
hingga saat ini. Dan kepala Desa harus mampu melaksanakan dan siap dengan masukan-
masukan dari aspirasi masyarakat yang ada di desa Anggra, agar dalam melaksanakan tugasnya

sebagai Kepala Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat berjalan sesuai rencana.
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